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PEMANFAATAN NOMOR I!{DU K KEPENDI' DI,' KAN, DATA KEPEN DU D U I{AN
DAN KARTtt IANDA pEtuDuDUK ELEKTRo-r\um par-nni mierueru r-iruotiue ruGAs

DINAS PEP{ANAMAN MODAI. DAIT FEI.JIYAI{AN TERPADU SATU MruflI
PROT{IIdSI S&MA:IERA WT

Pada hari ini senin tanggal dua pr.rluh lima bulan Juni tahun dua ribu delapan belas yangbertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : FI. Novrial, S.E, M.A,A!$.
Alamat : Jl. Rasuna Said ruo.6f padang.
Jabatan ' {:pflu oi1a.s P-e1se1dal_ian -ienauouk, 

Keruarga Berencana, Kependudukandan pencatatan Sipil provinsisumatera barat.
dala*,n- hel" i{ri. bs$tindak unfi*fir den atas ;**;-Di.." Fongeflde.$ler* pcmduduk, +fulrrffrg$Berencana, Kepencludukan dan Pencatatan si;it p;;insi su[ratei; il;r; yang setanjutnyadisebut plt'lAK KESATI Yu{r'qre'rq wrqr

2. Nama : Maswar DedE, Ap, M.Si.
A.lamat : IlSetiaBudi_NofSpaOang:
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman-Modal dan petayanan Terpadu satu pintu provinsi

Sumatera Barat.
dalam hal ini bertlndak untuk dan atas narna Dinas penanaman Modal dan peiayananTerpadur'$atu Pintu Provinsi sumatera errut vini uurun;rtnvu disebut plFlAK KEDUA.

PltlAK KESATU dan PIHAI( KEDUA yalg selarilutnya u"*ui, bersamarama crisebutPARA PtFtAI{, tertebih ctah utu .en"rrngkanseblgai #rik;ii
3" hahwa PIFIAK KE$ATU adalah unsur pelaksana Pemerlntah provinsisumatera Barat dibidangkependudukan dan pencatatan sipit yang nurt*gg;ng jawab kepada Gubernur provinsiSrJmaS€{aEa{aq
?" bahwa PIHAK KT?.Ut:grlah unsur pelaksana Pemerintah Frovinsi $umatera Barat dibidangpenanantan modal, pelayanap t.tpro" t"to eirtu,'ilrrir'rr*, investasi daerah dan fasilltasikerja sarna dunia usaha;



1.

3. bahwa untuk menindaklanjuti lzin Gubernur Surnatera Barat Nomor
473/884/DPPIGKPS.S/X\/2OLT Tanggal 14 November 2OLT tentang Pemanfaatan NlK,
KTP-el dan data Kependudukan atas Surat Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Felayanan
Tenpadu Satu Pintu ProvinsiSumatera Barat f{omor gOO/798/5eRr-2OLl Tanggal 1-l Oktober
2AL7 perihal Ferrnohonan lzin Flak Akses dan Femanfaatan trllK, Data Kependudukan & KTP-
el.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perunclang-undangan sebagaiberikut:

Llndang-Undan$ hlomor 23 Tatrun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Iu$anu Republik lndonesia Tahun 2OOG Nornor l.zL,Tambahan Lermbaran Negara Republik
lndonesia hlomor 46741, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang l\trornor 24
Tahun 2CI13 (Lernbaran Negara Republik lndonesla Tahun 2OL3 Nomor 282, Tambahan
l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5,4J5,1;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang;Undang l\lomor
23Tahuin 2006 tentangAdmlnistrasi Kependuduxan (Lernbaran l\Iegara Republik lndonesla
Tahun 2AO7 Nomor 8O, Tambahan l-embaran Negara Republik lndonesia f,lonnor 4756)
sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Femerintah [tomor LO2 Tahun ZOL}
(Lemb'aran Negara Republik lndonesia Tahun 2OL2 Nomor 265, Tambahan Lembaran
I\legara Republik lndonesia Nomor,5373);
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 20Og tentang Penerapan Kartu Tanda penduduk
Berbasis Ftomor rnduk Kependudukan secara r,rI=i"nul- ;;d;l;;,rJ"ilnr, diubah
beberapa kal!, terakhir dengan Peraturan p;id"; Non*i 11z r]r,-" zorl (Lembaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Takun zoLs tentang persyaratan, FluangLingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta pemanfaatan Nomor lndukKependudukan (NlK), Data Kependudukan dan Kartu Tanila Fenduduk Elektronik;
Peraturan Gubernur sumatera Barat Nornor 51 Tahun bo*z tentang perhanfaatan DataKependudukan Tingkat provinsi Sumatera Barat;

3.

5.

PARA PIHAK sepakat-mernbuat Perjanjian Kerja sama tentang pemanfaatan Nomor lndukKependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda penduduk Elgktronik Dalam LayananLingkup Tugas Dinas Penanaman Modal aun eJuyrrrl 'ilurpuou satu pintu provinsi sumateraBarat, dengan ketentuan seba$ai berikut: 
r'svut eeru Frrrru rI

Pasal 3.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perianilan Kerja sama ini adalah unfuk mengefektifkan.fungsi dan peranPrq'RA PIHAK dalam pemanfaatun iu".", lnduk Kepenauuukan, Data Kependudukan dan KartuTanda Fenducluk Elgktronik, rrv'vrrsusu^Grrr' rrdtd nepeno

Pasal 2
uang.Llngkup

Ruang lingkup perjanjian Kerja sama ini meriputi pemanfaatan :a. Nomor lnduk Kependudukan tNfK);b. Data Kependudukan; dan 
\ ----"

c. Kartu Tanda penduduk Elekitronik (KTp_el).

pemanfaatan Nomor Indunt -.Iffffi, kan, Data Kependud ukan da nKartu Tanda penduduk Etrektronik I 
.. -

Pemanfaatan NJK, Data Kependudukan dan KTp-erdaram rangka nnengefeiltifkan:a' 
fl?[:ffi:: fi,?tl 

o"'"rima manfaat dengan ,"n*rss,rnur,an oatJbase rrepenurorkan yang

2 w#t



Validasi dan verifikasi dalarn proses pelayanan dalann lingkup layanan PIHAK KEDI.IA
dengan menggunakan NlK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan

Perencanaan program kegiatan PIHAK KEDUA dengan menggunakan data agregat
kependudukan;

... 
P"1uJ-4- 

-.,Kewajihan PARA PII-IAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban,untuk:
a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PIHAK KEDUA

berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun
lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dulu* ketuarga,
pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK lbu Kandung, NIK Ayah Kandung dan alamat
kepada PII{AK KEDUA;

b- menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasisk an Virtuat
Private Network (VPN) IP melaluifasilitasi dan koordinasiOengan Dinas Komunikasi dan
lnformatika provinsi Sumatera Barat;

c. memberikan User trD kepada PIHAk KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung
jawab ptFtAK KEDUA

d' memberikan slesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-e! sesua! ketentuan peraturan
perulndang-undamgan; da n

e' memberikan binrbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan
NIK, Data Kependudu-kan, dan mp-er;#;i#'FTHAK KEDUA.

(2) PIFIAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk r
a' mencantumkS-, rylK yahg sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yangditerbitkan PIHAK KEDUA;
b' memberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasilkan sebagaidata balikan, guna melengkapi database kependudukan rnilik nenft KESATU;c' bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas ddta kependudukan yang diakses. dari ptHAK KESATU;

' d. memberikan tayanan berbasiskan KTp_el;e' nrenyediakan tena$a teknis dan pemngkat pemtraca KTp-el, sesuai dengan spesifilesiyang dlberikan prFrAK KEsAru beserta xlartu iu"u." r""ess rnodule;t' rnenyediakan dukungan anggaran untuk petaksanaan bimbingan teknis danpendampingan teknis imptementasipemanfrutdn'iiiiilt#'Kd"n,}Jluxun, dan KTF-er;g' membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melatui media cetak dan/atau elektronik;dan 
vvaq^ qqrl

h' meniamin kerahasiaan, keutuian, dan keberiaran data, sefta tidak dilakukannyapenylrnpanan data kependudukan yang tenrr uiat<ses oaii pll-iAK- KEsATu waraupunjangka warctu Ferjanjian Kerja samai"itir.r, n"r}.r,ir.

pasal S
Hak PARA pil{AK

(IJ PII{AK KE$Aru mempunyai hak untuk:
a- mengawasi peraksanaarf kewajiban prHAK KEDUA.t}' mendapatkan data balikan atls oatg ;;t;;rr*,lunnru tetah diberikan ptHAK KESATUberdasa rka n perja njia n Kerja sa m a i, i, g;;;-;;;ngka pi d a ta base kd;ffi ;rilffi;c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, nu-raunu;;;"1J"nuru" iri, ,rrs diterima dan

fll?H"r._ 
prr{Ar{ KEDI,A, wariupun jangka wqktu per.ianjian rerya sima ini teJarr

(2) Hl-tAK KEDUA rnempunyai hak untuk:
a' mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, MK,nama rengjkap, jenis kera.rnin, til;;t "-r3rrir, 

tu;nwit)iirlrn/tahun lahir,agama/$repercayaan, status perkawinan,;#il; nunungan dalam ketruarga, pendidikan

rc#



terakhir,.lenis pekerjaan, NIK lhu 6andung, NIK Ayah Kandrrmg dan alamat dari FtrFlAiKKESATU; dan
b' rnendapatkan himbin$an teknis clan pendarnpingan teknis pemanfaatan NIK, DataKependudukan, dan KTP'el r*rtu p*ng;;;;, 'purinsrnii 

p",riorm KTp-er, atas biayaPIHAI{ KEDUA

Fasa! 6

I?iq,rs.*,r{er.ia sama ini murai ,::,:Ii:.jT ,,,:trlrr*rn,n* perjanjian Kerja sarna ini orehPARA plmgAtr sampai dengan i'nsgur 2s iuni zaii"aundapat diperpanjang ata$ persetujuanPARA PIHA&T.

tseralrhimya ,:ffiffi" Kerja $ama
Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:a' jangka waktu perjanjian r,teria sama terah seresai; ataub' atas kesepakatan PARA PIF{AK untuk mengakhiri kerjasama sebeturn jangka waktuperjaniian Ker.ia Sama nerar[ir.

pasa! g
Headaan wtemalsa 6orc e MaJeure)

(3') Apabila terjadl hal-hal di tuar kekuasaan 
'ARA 

,j1l* 
-rou keadaan mernaksa, dapatclilakukan perubahan p*rulnuunrun p"rirnlan'#rt iu*, aras persetuiuan FAF1AFttfAK.(2) Keadaan rnemaks, ;;b;;;#;ra. 

.oimalrsurr 
-;;-, 

ayar .(1i, 
aoalirr adanya kebrjakanpemerintah vang mengarlEatxan tioat oapiioiiJn;utrninnvi 6edlrianaan perjanjian Kerjasama ini dan uploiru iirir'frir,I6r;;;r; d;il#J, o*o pr*rAn.

p*nvuruuffffi3*elisihan

(3') Apablla dikemudian hari o'*11- permasarahan 
-cr-argn 

perbedaan penafsiran ctranfl#ffi*:ffi*iffiffiil[:'l'"du*,' ini aniara']ama prHAK akan diseresaikan seeara(2) Daram har musyawarah dan mufaklt sebagaimanu d.,r.1trd pada ayat (1) tidak tercapai,maka akan disetesaikan 
"*"uuio"nsun lrutuirir"n'oinl,ur* perunda.ng_undangan.

*"r_#ill,#$uo,u,o
(1) *,HAK KEDUA berkewajiban 

m*:i;;;; .T,tr,, pemanraaran NrK, Dara
Kependudu*u.: gun rffp;i G; sernesrer, orlr,i,-lrri.-gtyL semester purtr*u dan bulan

re,\ **r*- dengan'iernbusan pir*lrt*(2) ptHA,$( !{ESATU merakukan urrirg.1,_3gmanfaatan ill, 
.?r,1 Kependuduitan dan KTp-er

secara berkata atas tapora, pindil neDui *;brdil;r, dirnaksud pada ayat (j.).tu 
5i3ffiffi,i*f*'**rnrnr- evaruasi p*rrrrurrun NrK, Dara Kependudukan dan KrF-(4) Hasit evatuasi sebagaimana dimaksud pada ayar (Z) ,y:,lITOrO*, a_bernur .lenganffiusan 

lVlenteri d;iil'ffi;riilerurri o;r,ffi ii'nlurr, xepenouJurr'ai'orn pencararan

4 r?#:



(1)

(2)

Pasal Ll
Lain-Lain

Dalam ha! dlperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Ferjanjian Kerja
$ama Ini, maka dapat dilakukan pe,rubahan atas persetu.luan PARA Pfll{AK.

Peruhahan sehagaimana dirnaksud pada ayat (L) dituangkan datam Adendum yanEl
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.
Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini alran disusun datam petunjuk fenis.

pasal L2
penutup

Demikian Ferjanjian Kerja Sarna ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-nnasing dibubuhl
materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yan{ srmu setelah ditandatangani pARA
PIFIAK.

PIHAK KESATU

(3)

.. H. Novrial,.S.r.iM-a.,Rlc.
NIP. 1966i.105- 199403 1005
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